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Ungkapan Pribadi : 
Bukan sebagai penutup dan akhir dari segala hal yang ada. 
Tapi, Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Tuhan dan kedua orang 
tua Saya 
Serta segala pihak yang hadir, telah memiliki porsi masing-masing dalam hidup 
Saya. 
Terima kasih, untuk diri sendiri, 
Telah bertahan hingga detik ini.   
Mengamini bahwa ini adalah proses yang luar biasa untuk mencapai semua 
Untuk setidaknya mencapai batas minimum dan berjalan dengan baik 
Terlepas bagaimana nanti semua hasilnya, 
Saya berusaha tidak kecewa 
Karena tau bahwa proses yang dilalui sedemikian rupa. 







       Motto : 
Believe you can do it and make it happen 
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Indonesia merupakan negara hukum yang menganut paham demokrasi. 
Hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  Dengan begitu setiap waga negara Indonesia memiliki 
hak dan kewajibannya, salah satunya hak kebebasan berpendapat di muka umum. 
Namun hak kebebasan berpendapat dimuka umum seringkali melewati 
batasannnya sehingga dapat dianggap sebagai tindak pidana ujaran kebencian dan 
sisi lain dapat melanggar hak asasi manusia orang lainnya. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui dan menganalisa makna dan batasan hak kebebasan 
berpendapat di muka umum dalam perspektif tindak pidana ujaran kebencian 
menurut pasal 156 KUHP dan pasal 28 ayat (2) UU ITE. Penulisan hukum ini 
menggunakan metode yuridis normatif yang yuridisnya terkait pasal 156 KUHP 
dan pasal 28 ayat (2) UU ITE, serta memiliki normatif yaitu hak kebebasan 
berpendapat di muka umum dalam perspektif tindak pidana ujaran kebencian. 
Selain itu, penulisan hukum ini memiliki sumber data primer, sekunder, dan 
tersier berupa peraturan perundang-undangan terkait pembahasan, berita yang ada 
di masyarakat, serta jurnal di internet dan kamus besar bahasa asing serta hukum. 
Hasil dari penulisan hukum ini adalah terkait makna dan batasan hak kebebasan 
berpendapat di muka umum dalam perspektif tindak pidana ujaran kebencian 
menurut pasal 156 KUHP dan pasal 28 ayat (2) UU ITE ini belum memiliki 
batasan limitatif normatif dari perbuatan yang dinyatakan dalam kebebasan 
mengemukakan pendapat di muka umum sehingga tidak ada indikasi yang 
memberikan kepastian hukum terkait perbuatan yang termasuk dalam ujaran 
kebencian. Sehingga diperlukan adanya sebuah pembaharauan hukum untuk 
menjamin suatu kepastian hukum yang konkret.  
 
Kata Kunci : Hak Kebebasan Berpendapat Di Muka Umum, Ujaran Kebencian, 
Hak Asasi Manusia, Demokrasi Dan Hukum, Pasal 156 KUHP Dan Pasal 28 Ayat 
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Indonesia is a law state that embraces democracy. This has been stated in 
the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. That way every Indonesian 
state has its rights and obligations, one of which is the right to freedom of speech 
in public. However, the right to freedom of expression in public often exceeds its 
limits so that it can be considered a criminal act of hate speech and the other side 
can violate the human rights of others. The purpose of this study is to find out and 
analyze the meaning and limitations of the right to freedom of expression in 
public in the perspective of criminal acts of hate speech according to article 156 of 
the Criminal Code and article 28 paragraph (2) of the ITE Law. The writing of 
this law uses a normative juridical method whose jurisdiction is related to article 
156 of the Criminal Code and article 28 paragraph (2) of the ITE Law, and has a 
normative namely the right of freedom of expression in public in the perspective 
of criminal acts of hate speech. In addition, the writing of this law has primary, 
secondary and tertiary data sources in the form of legislation related to 
discussions, news in the community, as well as journals on the internet and large 
dictionaries of foreign languages and law. The results of writing this law are 
related to the meaning and limitations of the right to freedom of opinion in public 
in the perspective of criminal acts of hate speech according to article 156 of the 
Criminal Code and article 28 paragraph (2) of the ITE Law does not yet have 
normative normative limits of actions expressed in freedom of expression in 
public face so that there are no indications that provide legal certainty related to 
acts included in hate speech. So that a legal discussion is needed to guarantee a 
concrete legal certainty. 
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